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TENTANG
PENUGASAN GURU NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN

PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

Yth.
1. Gubernur;
2. Walikota/Bupati;dan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
di seluruh Indonesia

Latar Belakang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendasar untuk
menjamin keberlangsungan pendidikan dengan memastikan ketersediaan
guru yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan Data Pendidikan kondisi
31 Desember 2024, masih terdapat 237.196 Guru non Aparatur Sipil
Negara (non-ASN) yat g aktif mengajar pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,
untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan
Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diperlukan
kebijakan agar Guru non-ASN tersebut tetap melaksanakan tugasnya.

Maksud dan Tujuan
Surat Edaran ini dimaksudkan agar menjamin terlaksananya pembelajaran
pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

III. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini mencakup pengaturan penugasan terhadap Guru non-
ASN yang telah terdata dalam Data Pendidikan sebelum tanggal 31
Desember 2024 dan masih aktif mengajar pada Satuan Pendidikan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

ry. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
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